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ABSTRACT

Retribution is one of local revenue which has big potential in local government finance. But local revenue sometimes do not manage maximal , Rau Trade Centre (RTC) is The Biggest market in Serang City. It have big potential in retribution, especially market retribution if the government has good management to arrange that. The fact, ratio of effectiveness in market retribution from Pasar Rau Trade Centre only around 78 %  from the government target. Anyway, the government target of market retribution in RTC only 22% from the optimal potential . The retribution can not optimal, caused by amount of retribution collector is limited, the quantity of public facilities as toilet, lamps, mushola, water is less, the market condition is dirty, hot, and dark. This condition cause the sellers did not pay the retribution, they thought that what they pay can’t make a better condition. The suggestion are the management fo RTC must repair the condition and add the facilities for the sellers and buyers, add the personnel to collect retribution and implementing punishment according Perda No 12/2010 if the seller not pay market retribution.
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ABSTRAK
Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, memiliki potensi  yang sangat besar dalam keuangan daerah. Tetapi seringkali pendapatan dari retribusi masih belum dikelola secara maksimal . Pasar Rau adalah pasar terbesar di Kota Serang yang memiliki potensi retribusi yang cukup besar bila dikelola dengan baik tetapi kenyataannya rasio efektivitas pendapatan retribusi Pasar Rau baru mencapai 78 persen dari yang telah ditargetkan padahal target penerimaan retribusi Pasar Induk Rau hanya sekitar 22% dari potensi optimal retribusi Pasar Induk Rau. Kurang optimalnya penerimaan retribusi Pasar pada Pasar Induk Rau yang diatur dengan Perda Nomor 12 Tahun 2010 dikarenakan petugas salar dari sisi kualitas dan kuantitas masih kurang, sarana dan prasarana pasar  yang kurang memadai, hasil dan mutu pelayanan yang kurang memuaskan,tidak adanya sangsi tegas bagi pedagang yang tidak membayar retribusi.
Kata Kunci : Potensi  Retribusi, Pendapatan Asli Daerah
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebijakan desentralisasi  dalam pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan di daerah. Dengan kebijakan desentralisasi maka daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerah. Kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan berimplikasi pada terbentuknya daerah-daerah otonom, yang memiliki hak dan kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan daerah termasuk keuangan daerah. Sehingga tujuan otonomi daerah selain dapat meningkatkan keterlibatan pemerintahan daerah dalam pemerintahan dan pembangunan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah atau kemandirian lokal. 
Salah satu konsekuensi adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal  menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, mengelola keuangan sendiri dan mempergunakannya sesuai dengan yang telah mereka rencanakan sebelumnya.Karena keberhasilan daerah dalam mengelola pemerintahan dan meningkatkan pembangunan adalah dengan pengelolaan keuangan yang baik.

Pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan tidak terlepas dari dana atau keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan sendiri di luar anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah , hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Sholeh dan Rochmansyah, 2010:62).
Pasar Induk Rau adalah pasar tradisional tertua dan terbesar di Kota Serang, keberadaan Pasar Induk Rau sebagai pusat belanja di Kota Serang sudah ada sejak tahun 1980-an dan pada tahun 2009 mengalami peremajaan. Luas Pasar Induk Rau adalah 44.292 M2, dengan jumlah Kios sebanyak 1.398, jumlah Los 908 dan jumlah pedagang kaki lima sebanyak 600 pedagang (Dinas Pengelolaan Pasar (Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pasar 2009).  Pada tahun 2010 realisasi pendapatan Retribusi Pasar Rau sebesar Rp.278.792.000,- dari Rp 350.000.000,- yang ditargetkan oleh Disperidagkop Kota Serang. Jadi realisasi pendapatan retribusi pasar baru berkisar 78%. Masih belum tercapainya target tersebut tentunya menjadi tanggung jawab dan pekerjaan rumah bagi pengelola Pasar Induk Rau untuk memperbaiki kinerjanya. Karena Retribusi Pasar Induk Rau memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Serang.
PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah diberi keleluasan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, agar tidak mengalami defisit fiskal (Mardiasmo,2004:36). Desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan daerah yang memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, menurut Soleh dan Rochmansyah (2010: 69-70) masalah tersebut adalah :

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap,
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar dan retribusi daerah.

3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.

4. Tidak mencukupinya dana bantuan dari pusat terutama (DAU).

5. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Berdasarkan pendapat Sholeh dan Rochmansyah dapat dijelaskan bahwa masalah pertama, adanya fiskal gap, yang dikarenakan tingkat kebutuhan daerah yang lebih besar dari kapasitas fiskal daerah. Pada saat ini terdapat kecenderungan bahwa pemerintah daerah kurang dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah rendah.  Sementara daerah-daerah semakin dituntut untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat terkait pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah. Karena itu maka akhirnya timbul kesenjangan (gap) pada fiskal daerah.
Kedua berkaitan dengan layanan publik. Layanan publik yang diberikan pemerintah dapat dikatakan kurang bermutu, kurang berkualitas dan tidak profesional. Sehingga pada layanan tertentu seperti Pos dan Giro, Angkutan Darat Bus Damri, Rumah Sakit Pemerintah seringkali dtinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat lebih suka memilih pelayanan yang cepat, bermutu, berkualitas dan profesional dari pemberi layanan swasta.

Ketiga, masalah yang menghambat penerimaan daerah adalah berkaitan dengan lemahnya infra struktur dan sarana yang disediakan pemerintah Daerah. Pada saat ini banyak SKPD pada suatu pemerintahan daerah yang tidak memiliki kantor , sehingga mereka harus menyewa. Belum lagi infra struktur jalan, jembatan, bendungan, irigasi yang baik. Ketiadaan sarana dan prasarana tersebut menambah beban biaya bagi masyarakat dan pengusaha.
Keempat, Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang terbatas , menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali sumber-sumber penerimaan yang sah. DAU juga ditentukan oleh besarnya kontribusi dari pemerintah daerah. Sehingga , apabila Pemerintah Daerah memiiki kontribusi sedikit maka DAU pun menjadi sedikit.

Kelima, belum diketahuinya kondisi Riil potensi PAD terjadi pada  setiap daerah. SKPD pemberi layanan, jasa dan perizinan perlu menghitung dengan cermat besarnya target retribusi, pajak daerah yang perlu diralisasikan, tidak hanya sekedar mengira-ira, tetapi memang hasil penghitungan yang benar. Karena dengan penghitungan yang benar maka potensi penerimaan dapat tergali dengan optimal.
Kelima masalah tersebut seharusnya dapat diminimalisisr oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan membuat startegi jitu untuk menggali berbagai potensi daerah guna pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.  Seperti pada masalah kelima dimana belum diketahuinya kondisi Riil potensi PAD, bagaimana mungkin akan menggali potensi jika tidak mengetahui kondisi Riil potensi PAD. Berdasarkan masalah tersebut, maka sudah sepantasnya Pemerintah Daerah bersangkutan melakukan pemetaan dan analisis potensi PAD mulai dari pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD serta yang berpotensi menjadi sumber keuangan di daerah tersebut. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber keuangan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 (a) meliputi :
1) Hasil Pajak Daerah, 
2) Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
Jenis Retribusi Daerah meliputi :

a. Retribusi Jasa Umum, seperti parkir, pasar 

b. Retribusi Jasa Usaha

c. Retribusi Perijinan

3) Hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah (antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro).

(Adisasmita, 2011:144).

Berdasarkan UU Nomor 34 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah adalah iuaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

a.
Pajak Hotel ( 10%)

b.
Pajak Restoran (10%)

c.
Pajak Hiburan (35%)

d.
Pajak Reklame (25%)

e.
Pajak Penerangan Jalan (10%)

f.
Pajak Pengambilan Bahan Galian C (20%)

g.
Pajak Parkir (20%)
Retribusi Daerah menurut UU Nomor 34 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

Jenis Retribusi Daerah meliputi :

a.
Retribusi Jasa Umum, seperti parkir, pasar 

b.
Retribusi Jasa Usaha

c.
Retribusi Perijinan
Dari keempat sumber PAD, setidaknya yang memiliki potensi penerimaan yang besar adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Retribusi, Retribusi Pasar dan Retribusi Tempat Perdagangan Umum dan Jasa


Pengertian Retribusi menurut Suparmoko (2002:85) adalah “suatu pembayaran dari rakyat, kepada pemerintah, dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”. Pendapat lain tentang Retribusi adalah berdasarkan pendapat Munawir (1980:4) adalah : 

“Iuran rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomi, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa timbal balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu”.
Pengertian lain dari retribusi disampaikan oleh disampaikan oleh Soelarno dan Slamet (2003:26) sebagai berikut :

“ Retribusi adalah pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada badan atau orang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan, berhubungan dengan jasa yang diberikan, atas permohonan secara langsung dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan”.

Dari dua pengertian yang telah disampaikan dapat dikatakan bahwa retribusi adalah iuaran atau sejumlah uang yang dikeluarkan olah orang atau badan atas jasa yang diberikan. Jadi retribusi dibayarkan apabila seseorang atau badan memperoleh jasa tertentu yang diberikan pemerintah. Seperti jasa parkir, jasa pembuatan surat izin, jasa kebersihan dan lain-lain.

Retribusi pasar merupakan bagian dari pungutan daerah sebagai pembayaran kepada setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas atau pelayanan Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung. Dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 10 Tahun 2010 diijelaskan bahwa retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa kios dan los. 
Dengan berdasarkan peraturan Walikota Serang tersebut sangatlah jelas dan baku bahwa setiap pedagang di Pasar Rau Wajib untuk membayarkan retribusi, sesuai denga kelas kios dan luasnya . Besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar, meliputi jasa (Restina, 2011:33).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa .Besarnya tarif retribusi  terbagi dua : Tarif Retribusi Pasar dan Tarif Retribusi tempat perdagangan umum dan jasa. Dari kedua jenis tarif retribusi tersebut dikelompokkan sebagai berikut :
a. Besarnya Tarif Retribusi Pasar

1) Pasar Kelas I :

a) Kios luas 4-9 M2 = Rp 1.000,-/hari

b) Kios luas 10-20 M2 = Rp. 1.500,-/hari

c) Los luas 2-4 M2 = Rp. 750,-/hari

d) Los luas 5-10 M2 = Rp. 1.000,-/hari

2) Pasar Kelas II :

a) Kios luas 4-9 M2 = Rp. 750,-/hari

b) Kios luas 10-20 M2 = Rp. 1.000,-/hari

c) Los luas 2-4 M2 = Rp. 500,-/hari

d) Los luas 5-10 M2 = Rp. 750,-/hari

b. Besarnya tarif retribusi tempat perdagangan umum dan jasa

1) Tipe A

a) Pertokoan, Rp. 50,-/M2/hari

b) Badan Usaha/Jasa, Rp. 50,-/M2/hari

c) Minimarket/Supermarket/Swalayan/Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, Rp. 75,-/M2/hari

2) Tipe B

a)
Pertokoan, Rp. 50,-/M2/hari

b)
Badan Usaha/Jasa, Rp. 50,-/M2/hari

c)
Minimarket/Supermarket/Swalayan/Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, Rp. 75,-/M2/hari
Dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 10 Tahun 2010,  kelas pasar terbagi 3 kelas, yaitu :
1) Kelas A : Adalah pasar yang dapat melayani kebutuhan warga masyarakat dalam satu kabupaten/kota atau lebih besar. Pasar kelas A adalah Pasar Induk Rau.

2) Kelas B : Adalah pasar yang dapat melayani kebutuhan warga masyarakat dalam satu Kecamatan atau lebih. Pasar kelas B meliputi Pasar Lama dan Pasar Kepandean.

3) Kelas C : Adalah pasar yang dapat memenuhi, melayani kebutuhan warga masyarakat dalam satu Desa/Kelurahan atau lebih. Pasar kelas C meliputi Pasar Banten Lama, Pasar Karangantu dan Pasar Kalodran.

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, maka Pasar Induk Rau masuk kelas A, sedang berdasarkan aturan Perda Nomor 12 Tahun 2009, Pasar Induk Rau masuk dalam Kelas I. Sehingga untuk menetapkan besarnya jumlah retribusi setiap kios dan los berdasarkan pada tarif kelas I. Namun pada kenyataannya penetapan besarnya retribusi pasar di Pasar Induk Rau dikenakan sama, yaitu Rp.1.000,-/hari,  Dalam karcis Retribusi Harian (Salar) berdasarkan Perda Kota Serang No. 12 Tahun 2009 pada tahun 2010 retribusi ditetapkan Rp. 1.000,-, karena luas Kios dan Los rata-rata berukuran 2x3 = 6M2,  tarif ini sudah sesuai, karena Pasar Induk Rau adalah Pasar Kelas A dan Tipe I.
Potensi Retribusi Pasar Induk Rau
Pasar Induk Rau , sebagai pasar terbesar di Kota Serang memiliki potensi retribusi yang sangat besar. Potensi retribusi ini bila dikelola dengan optimal, maka akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada kenyataannya Pasar Induk Rau belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan Daerah. Hal ini disebabkan target retribusi Pasar Induk Rau belum terealisasi 100% dari yang ditargetkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi., yaitu sebesar Rp. 350.000.000,-/Tahun, Rp. 30.000,-/bulan, atau Rp. 1.000.000,-/hari. Padahal jumlah yang ditargetkan bukanlah jumlah maksimal riil hasil perhitungan atas jumlah kios dan los yang ada di Pasar Induk Rau, Kota Serang.
Dalam menetapkan target penerimaan Retribusi di Pasar Induk Rau seharusnya dilakukan perhitungan yang cermat dan data yang akurat  berkaitan dengan jumlah kios dan los, berikut ukuran kios dan los tersebut. Berdasarkan Data yang diperoleh pengelola Pasar Induk Rau diketahui bahwa luas  Pasar Induk Rau adalah seluas 44.229 M2 dengan rincian jumlah kios dan los sebagai berikut :
Tabel 1.
 Jumlah Kios di Pasar Induk Rau Kota Serang
	No
	Lokasi Lantai
	Blok
	Jumlah/unit
	Luas Lahan/M2

	1.
	Lantai Dasar
	A
	218
	1.778

	
	
	B
	218
	1.792

	
	
	C
	201
	1.375

	
	
	D
	166
	1.132

	
	
	E
	128
	1.058

	
	
	F
	218
	1.586

	
	
	G
	197
	471

	
	
	H
	75
	1.274

	
	
	I
	187
	1.176

	
	
	J
	334
	1.996

	
	
	K
	256
	1.512

	2.
	Lantai 1
	A
	236
	1.611

	
	
	B
	236
	1.624

	
	
	C
	182
	1.215

	
	
	D
	98
	638

	
	
	E
	148
	999

	
	
	F
	210
	1.431

	
	
	G
	116
	780

	
	
	H
	170
	1.143

	
	
	I
	271
	1.096

	
	
	J
	331
	1.364

	
	
	K
	280
	1.123

	
	Jumlah
	
	4.476
	28.174


Sumber : Pengelola Pasar Induk Rau Kota Serang, 2011
Dalam tabel diatas tertulis bahwa jumlah seluruh Kios dan Los di Pasar Induk Rau sebanyak 4.476 kios dan Los. Dengan demikian potensi retribusi pasar pada Pasar Induk Rau, apabila setiap kios atau los dikenakan Rp. 1.000,;/hari adalah sebesar 4.476 x Rp. 1.000,- = Rp. 4.476.000,-/hari. Jumlah yang sangat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,;/hari. Dengan asumsi semua los dan kios terisi penuh, maka  target penerimaan retribusi Pasar Induk Rau ternyata hanya sekitar 22 % dari nilai optimal penerimaan retribusi perhari. Dengan demikian potensi retribusi pasar Induk Rau yang tidak tergali setiap hari adalah sekitar 78%.  

Pada Tahun 2010 realisasi penerimaan retribusi pasar dari Pasar Induk Rau Kota Serang adalah berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang adalah sebesar Rp. 279.792.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Angka tersebut hanya 78% dari yang ditargetkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, yaitu sebesar 350.000.000,-/tahun. Berdasarkan jumlah toko dan los di Pasar Induk Rau Kota Serang Tahun 2010/2011 maka perhitungan optimal penerimaan retribusi pasar pada Pasar Induk Rau Kota Serang adalah sebesar Rp.4.476.000 x 30 hari x 12 bulan = 1.611.360.000,-/tahun. Dengan asumsi seluruh kios dan los terisi penuh, maka target optimal penerimaan retribusi pasar pada Pasar Induk Rau Kota Serang dalam setahun adalah sebesar                        Rp. 1.611.360.000,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan target pertahun yang ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang maka, target yang ditetapkan hanya sebesar 21,7 %  dari target optimal hasil perhitungan. Dengan demikian masih terdapat sekitar 78,3% yang dapat digali. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi pasar pada Pasar Induk Rau Kota Serang tahun 2010 sebesar Rp. 279.792.000,-, maka penerimaan retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang baru tergali sebesar 17,36 %, sehingga masih terdapat sekitar 82,64% yang dapat digali sebagai penerimaan retribusi.

Perhitungan diatas adalah dengan asumsi kios dan toko terisi semua, pada kenyataannya pastilah tidak semua kios dan los terisi penuh. Namun tidak di dapat data berapa persen toko dan kios yang kosong. Berdasarkan pengamatan penulis kios dan Los di Pasar Induk Rau terisi lebih dari 80%.  Dengan asumsi bahwa 80% kios dan los terisi penuh, maka nilai optimal retribusi pasar pada Pasar Induk Rau adalah sebesar 80% x Rp. 4.476.000,-/hari = Rp. 3.580.800,-/hari. Nilai ini masih jauh dari yang ditargetkan oleh Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, yang hanya sebesar Rp. 1.000.000,-. Idealnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menetapkan target 50%-70% dari nilai optimal. Jadi jika nilai optimal dengan asumsi  kios dan los terisi 80%, maka minimal Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menetapkan target Rp. 1.754.000,- , yaitu 50% dari nilai optimal hasil perhitungan. Sehingga dalam setahun minimal penerimaan retribusi pasar dari Pasar Induk Kota Rau adalah sebesar Rp. 1.754.000,- x 30 x 12 = Rp. 631.440.000,-.  Dengan demikian seharusnya minimal penerimaan retribusi pasar dari Pasar Induk Rau setahun adalah sebesar Rp. 631.440.000,- (Enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Jika mengacu pada target minimal tersebut maka realisasi retribusi pada tahun 2010 sebesar Rp. 279.792.000,- baru mencapai 44,3% dari nilai minimal hasil perhitungan. Dengan demikian maka pada tahun 2010 telah hilang potensi retribusi pasar pada Pasar Induk Rau Kota Serang sebesar 55,7 % atau sekitar Rp. 351.648.000,- (tiga ratus lima puluh sat u juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah ). Angka ini apabila digali dengan maksimal tentunya akan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Serang. 

Berdasarkan Teori Batas-Batas Kognitif terhadap Rasionalitas dari March dan Simon tentang gagasan klasik mengenai keputusan yang rasional atau optimum. Mereka berargumentasi bahwa mayoritas pengambil keputusan memilih alternatif yang memuaskan, alternatif cukup baik (Robbins, 1994:47). Teori ini banyak diimplementasikan pada pembuatan kebijakan dan penentuan target yang akan dicapai. Berdasarkan teori ini tidak ada penentuan target 100% yang ada adalah dalam kategori cukup baik sampai pada memuaskan. Bila dikuantitatifkan penetuan target adalah berkisar 70-90% dari nilai optimal. Bila berasumsi pada teori ini maka seharusnya target penerimaan dari retrusi Pasar Induk Rau dengan asumsi kios dan los 80% terisi adalah sebesar 70% x Rp. 3.580.800 x 30 x 12 = Rp. 902.361.600 (Sembilan ratus dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah. Sehingga berdasarkan perhitungan ini, maka potensi retribusi yang belum tergali adalah Rp. 902.361.600 – Rp. 279.792.000 = Rp. 622.569.600,- bila diprosentasikan adalah sebesar 68,9 %. Jumlah ini sangat besar dan akan bermanfaat untuk memperbaiki sarana dan prasarana pasar serta pemeliharaan pasar.
Analisis pelaksanaan Retribusi Pasar di Pasar Induk Rau Kota Serang

Pelaksanaan Retribusi Pasar di Pasar Induk Rau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar dan Dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa.  Analisis pelaksanaan Retribusi Pasar di Pasar Induk Rau Kota Serang dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi dari Nurcholis (2005:167) yang meliputi Input, Proses, Output dan Outcome. Penjelasan keempat dimensi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Input, yaitu masukan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikator – indkator :
1) Sumber Daya Manusia

2) Sarana dan Prasarana

3) Peralatan

4) Teknologi 

b. Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrumen dengan indikator-indikator :

1) Kejelasan

2) Kemudahan

3) Transparansi

4) Kepastian

c. Output, yaitu perwujudan nyata dan hasil dari pelaksanaan kebijakan publik dan seringkali berupa benda. Output kebijakan dapat diartikan sebagai apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah atau hasil kebijakan yang biasanya dititikberatkan pada masalah-masalah. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk itu dikembangkan instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut :
1) Hasil pelayanan

2) Mutu Pelayanan

d. Outcome, yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelangsungan sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan atau konsekuensi yang timbul dari suatu kebijakan. Untuk itu dikembangkan instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut :
1) Keefektifan dan keefesienan prosedur

2) Ada tidaknya perubahan pada target/sasaran retribusi pasar

3) Peningkatan Pendapatan Asli daerah
Berdasarkan teori tersebut maka pelaksanaan retribusi pasar di Pasar Induk Rau Kota Serang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Input
Dari sisi input permasalahan utama adalah pada sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dalam proses kolekting retribusi Pasar Induk Rau menggunakan petugas Salar, petugas Salar yang ada di Pasar Induk Rau berjumlah 9 orang. Mereka adalah pegawai kontrak PT. Pesona Bangun Persada yang memiliki kewenangan pengelolaan Retribusi Pasar Induk Rau. Bila melihat dari jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah kios yang ada sebanyak kurang lebih 4500 kios dan los, maka rata-rata beban kerja petugas setiap orang adalah 500 kios dan los perhari. Jika berhitung dengan waktu kerja rata-rata 8 jam/hari atau 480 menit, maka petugas salar akan bekerja tanpa henti, karena satu kios atau los, waktu yang harus diselessikan untuk menarik retribusi kurang dari satu menit. Menurut peneliti beban ini terlalu besar, akan lebih baik bila petugas salar ditambah sehingga beban petugas salar tidak terlalu besar. 
Dari segi kualitas petugas salar di Pasar Induk Rau rata-rata berpendidikan sampai dengan jenjang SLTA, pekerjaan salar tidak membutuhkan keterampilan tetapi membutuhkan kemampuan komunikasi dan ketegasan. Dari segi komunikasi petugas salar di Pasar Induk Rau berdasarkan pendapat pedagang sudah cukup baik, tetapi bila dilihat dari ketegasan , petugas salar di Pasar Induk Rau masih kurang tegas, karena petugas salar memiliki kedekatan secara emosional dengan pedagang di Pasar Induk Rau. Faktor kedekatan inilah yang sering menjadi penyebab bahwa petugas salar akhirnya tidak menarik uang retribusi bila pedagang tidak memberi uang retribusi dengan alasan toko sepi. Jadi dapat dikatakan petugas salar kurang profesional, karena apapun alasannya sudah menjadi konsekuensi bahwa pedagang harus membayar retribusi sebesar Rp. 1.000,-/hari.
Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh Pasar Induk Rau Toilet sebanyak 5 buah, Masjid, Lahan Parkir seluas 14.956 M2, Jumlah toilet jika dibandingkan dengan jumlah pedagang dapat dikatakan sangat kurang, belum lagi kondisi toilet yang kotor dan bau. Padahal keberadaan toilet sangat penting. Lahan parkir sudah cukup, hanya saja kondisi tempat parkir becek dan tidak teratur. Kondisi gang-gang di dalam pasar kotor dan penerangannya kurang. Dengan alasan sarana dan prasarana yang tidak memadai ini, maka banyak pedagang yang tidak mau membayar iuran retribusi.
Input yang lain seperti peralatan dan teknologi, kurang dianggap penting karena penarikan retribusi tidak memerlukan alat dan teknologi yang canggih. Komputer hanya digunakan untuk menginput setoran yang masuk setiap harinya. 

2. Proses

Dimensi proses meliputi kejelasan waktu penarikan dan kejelasan biaya retribusi, kemudahan, transparansi dan kepastian. Bila dilihat dari kejelasan waktu dan biaya dalam UU No. 9 Tahun 2009 sangat jelas bahwa retribusi ditarik atau ditagihkan kepada pedagang pemilik kios atau los setiap hari dengan jumlah iuran retribusi sebesar Rp. 1000,-/hari. Berdasarkan kemudahan maka proses penarikan retribusi dapat dikatakan mudah, petugas salar berkeliling pasar berdasarkan blok yang menjadi tanggung jawabnya. Kesulitan yang ditemui bukan pada prosesnya tetapi bagaimana membujuk agar pedagang rutin setiap hari membayar retribusi, karena ada saja pedagang yang tidak mau membayar retribusi setiap hari. Dari sisi transparansi, maka penarikan retribusi dapat dikatakan transparan karena, setelah membayar retribusi setiap pedagang diberikan karcis. Hanya saja pedagang tidak mengetahui sudah digunakan untuk apa saja retribusi yang telah mereka bayarkan, karena memang tidak ada laporannya. Kepastian retribusi  dapat dilihat dari jumlah iuran retribusi yang sesuai dengan yang tercantum di karcis. Dan kepastian hadirnya petugas salar setiap hari untuk menagih retribusi pasar tersebut.
3. Output

Output dalam pelaksanaan retribusi Pasar Induk Rau adalah hasil Pelayanan dan Mutu Pelayanan. Hasil pelayanan sebagai kompensasi pembayaran iuran retribusi pasar di Pasar Induk Rau seharusnya ditampakkan dengan perbaikan kondisi sarana dan prasarana,  kebersihan lingkungan dan peningkatan fasilitas pasar seperti penerangan dan escalator. Hasil pelayanan sampai sejauh ini dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan kondisi sarana dan prasarana  dan peningkatan fasilitas pasar. Hasil pelayanan akan berkaitan dengan mutu atau kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dari dimensi tangible sangat jauh dari kata baik, belum lagi daya tanggap pengelola apabila terjadi kerusakan listrik atau penumpukan sampah. Sehingga dapat dikatakan bahwa output dari retribusi yang telah dibayarkan oleh pedagang hampir dapat dikatakan tidak ada.
4. Outcome

Outcome pelaksanaan retribusi pasar bila dikaitkan dengan keefektifan dan keefesienan prosedur, maka dapat dikatakan sistem penarikan sudah efektif dan efesien , hanya saja tidak ada pemberian sangsi bagi yang tidak membayar retribusi. Berdasarkan ada tidaknya perubahan dalam target retribusi, maka dapat dikatakan sejak berlakunya perda ini belum ada perubahan target. Tetapi pada tahun 2012 direncanakan target retribusi Pasar Induk Rau menjadi Rp. 600.000.000,-/tahun. Retribusi Pasar Induk Rau menyumbang sebesar 10-20% pada PAD. 
Berdasarkan paparan tersebut, beberapa aspek seperti keterbatasan SDM dari sisi kuantitas dan kemampuan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, hasil pelayanan dan mutu pelayanan yang kurang baik, dapat mengurangi partisipasi pedagang untuk membayar retribusi. Kondisi ini disampaikan oleh Sholeh dan Rochmansyah ( 2010:70) sebagai berikut : 

“ Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah .......selanjutnya adalah permasalahan infra struktur prasarana dan sarana umum “ 
Dengan demikian peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan infra struktur prasarana dan sarana Pasar Induk Rau adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan, apabila Pemerintah Daerah ingin meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Pasar Induk Rau Kota Serang. 
KESIMPULAN

· Rasio Efektivitas penerimaan retribusi pasar di Pasar Induk Rau  baru mencapat angka 78% dari jumlah yang ditargetkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang , yaitu sebesar Rp. 279.792.00,-. Jumlah ini apabila dibandingkan dengan potensi optimal retribusi pasar di Pasar Induk Rau adalah sebesar 17,36%, sehingga potensi yang belum tergali sekitar 82,64% .
· Berdasarkan Teori Batas-Batas Kognitif Terhadap Rasionalitas dari March dan Simon, bahwa tidak ada keputusan yang optimal, hanya ada keputusan yang memuaskan – cukup baik. Berdasarkan asumsi tersebut, maka target retribusi berkisar antar 70-90% dari potensi retribusi. Potensi Retribusi pasar di Pasar Induk Rau dengan asumsi 80% kios dan los terisi adalah sebesar Rp. 3.580.800/hari atau Rp. 1.289.088.000,-/tahun. Maka apabila target retribusi sebesar 70% maka jumlah retribusi yang diterima dalam satu tahun sebesar Rp. 902.361.600,-

· Pelaksanaan retribusi pasar diatur dalam Perda Kota Serang Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar Dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa, dan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa. Pelaksanaan Retribusi Pasar berdasarkan analisis yang dilakukan dengan melihat input, process, output dan outcome didapatkan bahwa dalam pelaksanaan retribusi Pasar Induk Rau belum optimal, hal ini disebabkan oleh kondisi SDM, kondisi saran dan prasarana yang tidak memadai, hasil dan mutu pelayanan yang tidak memuaskan pedagang dan pembeli di Pasar Induk Rau.
· Keterbatasan SDM dari sisi kuantitas dan kemampuan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, hasil pelayanan dan mutu pelayanan yang kurang baik, dapat mengurangi partisipasi pedagang untuk membayar retribusi. Dengan demikian peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan infra struktur prasarana dan sarana Pasar Induk Rau adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan, apabila Pemerintah Daerah ingin meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Pasar Induk Rau Kota Serang.
· Saran untuk meningkatkan ketaatan pedagang membayar retribusi pasar adalah perlu adanya sangsi yang tegas bagi pedagang yang tidak membayar retribusi.
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